BABII
PEMAKSAAN PERTUNANGAN DAN PERNIKAHAN

A. Terminologi Pemaksaan Pertunangan

1. Pengertian Pemaksaan Pertunangan

Pertunanga adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam
menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau
sebaliknya melarang pertunangan. Islam hanya menekankan bahwa
hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik
agamanya, begitu pula sebaliknya.'

Ringkasnya, pertunangan hanyalah salah satu cara untuk
menikahkan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya. Tapi hendaknya
meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang
diselenggarakan, didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan
keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan, jika
terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.”

Di beberapa daerah, antara pernikahan paksa dan perjodohan paksa
memiliki konotasi yang berbeda. Perjodohan identik dengan status
dimana antara laki-laki perempuan memiliki status hubungan semi
kekeluargaan yang saling terkait namun belum dalam ikatan perkawinan,
istilahnya adalah pertunangan. Pertunangan tersebut adalah hubungan

atau status pengikat yang nantinya akan dibawa kepintu pernikahan, atau

! Muhammad Idris al-Syafi’l, al-Um, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt. Juz 3), 16.
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Ibid., 17
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bisa jadi batal dikarenakan statusnya rusak yang disebabkan oleh berbagai
motiv. Dalam status hubungan ini juga bisa terjadi pemaksaan yang
dilakukan oleh beberapa oknum agar laki-laki dan perempuan menjalani
status hubungan pertunangan ini. Sedangkan pernikahan paksa adalah
sebagaimana memaksakan seseorang untuk menikah, dan atau menikahi
seseorang, bahkan tanpa adanya proses pertunagan terlebih dahulu.’

Pertunangan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah
satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang
dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum
tentu tepat menurut sang anak. Orang tua boleh-boleh saja menjodohkan
anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan
persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya
berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan.
Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah
haram hukumnya, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu
keharmonisan dalam berumah tangga anaknya kelak.*

Pada konteks global ada beberapa aspek yang sama antara pemaksaan
pernikahan dengan pertunagan, yaitu pilihan yang dicarikan atau
diberikan orang tua atau kerabat. Pilihan ini berasusmsikan pada
pandangan bahwa anaknya kelak akan bahagia jika di jodohkan dengan

orang tersebut disebabkan orang tersebut memiliki kelebihan dibanding

3Sarjono Sutomo, Pernikahan Dalam Adat,Telaah Pernikahan Adat Madura, (Surabaya: Enja
Wacana, 1990), 40.
“Ibid., 41
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dirinya, seperti harta, kekuasaan, kehormatan dan lain sebagainya. Oleh
karenanya seorang anak dipaksa untuk dijodohkan dan akhirnya menikah
dengan seseorang tersebut karena impian tersebut.’

Sedangkan pernikahan paksa, ada beberapa aspek yang mangharuskan
seseorang dipaksa menikah diantaranya karena kecelakaan (insiden)
artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan
intim lebih dulu yang akhirnya berbuntut kehamilan diluar nikah dan
nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan
anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan
menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah, serta masih banyak
faktor lain yang melatarinya.’

Seperti halnya perceraian dalam pernikahan, pertunangan juga
memiliki kondisi terputusnya hubungan atau rusaknya hubungan kedua
pihak yang dijodohkan, namun tidak seperti perceraian yang berimplikasi
pada hukum agama dan negara, hubungan pasca pertunangan yang rusak
tersebut tidak ada aspek halal, haram atau makruh, tidak juga sah atau
tidak sah menurut hukum positif, hanya saja memiliki dampak psikologis
yang negatif, seperti malu, atau tekanan yang berlebih dari orang tua dan

kerabat yang menjodohkannya.’

3 Ibid.,

% Ibid., 42
7 1bid., 43
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2. Pemaksaan Pertunangan Dalam Tinjauan Hukum Islam

Pemaksaan dalam bahasa arab adalah Jjbar. Kata ijbar berawal dari
kata ajbara-yujbiru ijbaaran. Kata ini memiliki arti yang sama dengan
akraha, argha- ma, dan alzama gahran wa gasran. Artinya pemaksaan atau
mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin paksa
(ijbar), para ahli figh berbeda menyikapinya. Sebut saja, Syafi’i, Malik,
Ahmad, Ishaq dan Abi Laila.

Mereka menetapkan hak jjbar berdasarkan sebuah hadis Nabi

Muhammad saw:
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Artinya: ‘dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,
bersabda: “Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan
janda tidak bleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya.” Ada
yang bertanya; ‘ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? ‘ Nabi
menjawab: “tandanya diam.” (HR. Bukhari-Muslim).*

Kelompok ini memandang yang harus dimintai izin adalah janda,
bukan gadis. Sebab hadis ini membedakan antara janda dan gadis.

Berdasarkan sebuah hadis riwayat Muslim, janda lebih berhak terhadap

dirinya sendiri ketimbang walinya (ahagqu binafsiha min waliyyiha).

Dengan demikian, ia harus dimintai persetujuan. Ada pun pernikahan

yang dipaksakan terhadap dirinya hukumnya batal. Sebaliknya untuk

8Imam Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.) Juz.9, 191.
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gadis, justru walinya yang lebih berhak. Sehingga wali tidak harus
meminta persetujuan untuk menikahkan si gadis.’

Imam Syafi’i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan
perintah wajib. Sebab dalam hadis ini janda dan gadis dibedakan. Sehinga
pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnya sah-sah saja. Sebab jika
sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan
gadis tidak ada bedanya dengan janda. Padahal jelas sekali hadis ini
membedakan antara janda dan gadis. Janda harus menegaskan secara
jelas dalam memberikan izin. Sementara, seorang gadis cukup dengan
diam saja.'’

Namun, Syafi’i dan ulama yang lain, menetapkan hak ijbar bagi
seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap
putrinya itu. Karenanya, Syafi’i hanya memberikan hak ijbar kepada ayah
semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya, Ashab (sahabat-
sahabat) Syafi’i memodifikasi konsep ini dengan memberikan hak ijbar
juga pada kakek."'

Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli
pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum berpengalaman
hidup berumah tangga, disamping biasanya ia pun malu untuk mencari
pasangan sendiri, para ulama mencoba memberi sarana bagi ayah untuk

membantu buah hatinya itu.

*Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, , (Beirut: Dar al-Fikr 1989) Juz 7, 209.
1%\ fuhammad Idris al-Syafi’l, al-Um, , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.) Juz 3) 18.
g

Ibid., 20.
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Oleh karenanya, kalangan Syafi’iyah membuat rambu- rambu
berlapis bagi kebolehan hak jjbar. Antara lain, pertama, harus tidak ada
kebencian yang nyata antara anak dan ayah. /jbar harus dilakukan dengan
dasar kasih sayang. Kedua, ayah harus menikahkan si gadis dengan lelaki
yang serasi (kufu’). Ketiga, calon suami harus mampu memberi
maskawin sepantasnya (mahar mitsil). Keempat, harus tidak ada
kebencian lahir batin antara calon istri dengan calon suami. Kelima, si
gadis tidak dikhawatirkan menikah dengan orang yang akan membuatnya
sengsara setelah berumah tangga, seperti, menikah dengan orang tua,
orang buta, dan lainnya.'?

Melihat syarat-syarat ini, sesungguhnya penerapan hak zjbar tidak
bisa dilakukan serampangan. Kalau pun memang konsisten dengan
ketentuan figh, bisa dipastikan hampir tidak ada pemaksaan bagi
perempuan untuk menikah baik itu janda maupun gadis. Untuk janda,
jelas semua ulama sepakat akan kemerdekaannya untuk menentukan
pasangan hidup. Sedang untuk gadis, meskipun kalangan Syafi’iyah dan
ulama lain sepakat, tapi tetap memberikan hak jjbar bagi ayah, namun
syarat-syarat yang dipatok mengesankan tidak ada unsur pemaksaan.
Sebab semua syarat yang diajukan mengacu bagi kemaslahatan semua
pihak yang terlibat dalam pernikahan itu, terutama si gadis.

Di sisi lain, kelompok ulama seperti, Auza’i, Tsauri, Abu Tsaur dan

kalangan Hanafiyah lebih memilih tidak mengakui hak ijbar. Mereka

"“Syamsudin Muhammad Ahmad al-Khatib, a/-Igna’, (Mesir: Mushtofa al-Halabi, 1359, juz 2),

128.
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menggunakan pijakan argumentasi hadis yang juga digunakan kelompok
pembela ijbar. Menurut mereka, Jafadz tusta’dzanu mengandung arti
bahwa izin adalah merupakan keharusan (amrun druriyun) dari anak gadis
yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan tanpa
kerelaan si gadis, hukumnya tidak sah."

Dari kalangan muta’akhirin, ulama yang berpendapat senada adalah
Yusuf al-Qardlawi dan Dr. Ahmad al- Rabashi. Keduanya mengatakan,
bahwa si gadislah yang nanti akan menghadapi pernikahan, sehingga
kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan. Kesimpulan ini didukung

oleh sebuah hadis:

-
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Artinya: “Seorang gadis datang mengadu kepada Nabi saw.
“Sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan sepupuku agar
harga dirinya terangkat”. Lalu Nabi menyerahkan persoalan ini
kepada si gadis. Kemudian kata gadis itu, “Aku (sebenarnya)
menyetujui apa yang ayahku lakukan. Tetapi, yang penting
dari pengaduanku ini, aku ingin agar para perempuan tahu
bahwa para ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya”.
(HR. Ibnu Majah)."

Pandangan ini senada dengan argumen Hanafi yang tidak

menyertakan wali sebagai syarat dalam pernikahan. Yang menjadi

“Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr 1989), 250.
“Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt., Juz I) 602.
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patokan utama dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak
(calon suami dan calon istri), bukan pada wali. Tidak hanya itu, kalangan
ulama Hanafi dalam konsep ijbar-nya tidak didasarkan pada status janda
ataupun gadis akan tetapi pada tingkat kedewasaan perempuan. Kalangan
Hanafi mengatakan bahwa baik itu janda ataupun gadis apabila mereka
sudah dewasa maka dia bisa menikahkan dirinya sendiri, sementara
apabila mereka masih anak-anak maka walilah yang berhak
menikahkannya.

Oleh karena itu, seorang ayah berada dalam posisi sebagai wali yang
tidak berhak untuk memerintahkan, dalam pengertian ‘memaksa’ seorang
anak gadis menikah dengan pasangan tertentu. Pendapat senada
dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Menurutnya, gadis yang sudah
dewasa (baligh) tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah. Hal ini

berdasarkan hadis sahih:
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Artinya: “Anak gadis tidak boleh dinikahkan sebelum diminta izinnya.
Begitu pula seorang janda, hingga ia diminta kerelaannya. Lalu
dikatakan kepada Rasul, “Sesungguhnya anak gadis malu untuk
mengatakannya? “Rasul menjawab, “diamnya berarti rela untuk
menikah”.) (HR. Bukhori)."

Dalam redaksi lain, Nabi saw. Berkata: “Ayahnyalah yang harus

meminta izin kepada anaknya”. Alasan lain menurut Ibnu Taimiyah

" Ibid.,
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adalah, seorang ayah tidak berhak untuk membelanjakan (zasharruf) harta
anaknya yang sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan urusan
kemaluannya lebih utama ketimbang hartanya sendiri. Bagaimana
mungkin seorang ayah berhak seenaknya membuat keputusan terkait
dengan kemaluan anaknya itu tanpa kerelaan dan izin sang anak?.

Lain halnya dengan pandangan Imam Syafi’i dan Maliki yang
menyertakan wali sebagai salah satu syarat dalam akad nikah. Baik
Syafi’i ataupun Maliki sama-sama menekankan aspek kegadisan terkait
boleh atau tidaknya seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.
Menurut Imam Syafi’i, baik itu gadis yang sudah dewasa ataupun masih
anak-anak mereka tidak memiliki izin untuk menikahkan dirinya.
Demikian sebaliknya, seorang janda, sudah dewasa ataupun masih
tergolong anak-anak, tetap memiliki izin untuk menikahkan dirinya.
Pendapat Imam Maliki sekalipun ada kesamaan alasan hukum (°7//af)
dengan Syafi’i, tapi Maliki berpandangan lain tentang janda yang belum
dewasa, menurut nya janda tersebut masih bergantung pada izin walinya,
dia tidak memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya.'®

Dari keumuman arti lafaz janda (ats-tsayabu) ini, tidak memandang
baik itu janda yang sudah dewasa ataupun belum, dalam pernikahan
mereka lebih berhak menentukan pilihannya sendiri ketimbang walinya.
Dalam hadis lain Nabi juga bersabda: “/a tunkahu al-ayyamu hatta

tusta’maru, wala tunkahu al-bikru hatta tusta’dzanu’ artinya, perempuan

'® Wahbah Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr 1989), 250.
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janda tidak boleh dinikahkan hingga ia berkenan terhadap pernikahan itu,
begitupun seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum ia diminta
izinnya. Hadis inilah yang dijadikan alasan oleh kalangan Syafi’i
khususnya dan imam-imam yang lain, di mana mereka melihat adanya
izin sebagai tanda kerelaan dari mempelai perempuan, baik gadis dan
terlebih lagi janda, merupakan faktor yang sangat prinsip. Dalam hal ini,

Imam Syafi’i mengungkapkan sebuah kaidah. Sebuah hadis berbunyi:

Z
o 27

Cib Gl EASE LT 2 5 GaE WUT OF Bylai¥i allis o sleis 18

Artiny: “Dari Khansa’ binti Khidam al-Anshariyah. Ayahnya
menikahkannya, di mana dirinya adalah seorang janda. Ia pun
enggan terhadap pernikahan itu, Khansa’ lalu mengadukannya
kepada Rasulullah saw. Rasul lalu menolak (membatalkan)
pernikahannya itu”. (HR. Bukhari,)."”

Seorang gadis mendatangi Nabi Saw dan memberitahukan bahwa
ayahnya telah menikahkannya dengan anak pamannya, padahal ia tidak
menyukainya, karena itu nabi saw menyarankan masalah ini kepadanaya,
ia pun bersabda : “Sebenarnya saya mengajarkan kepada kaum perempuan
bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam hal
ini.”.'*

Asas persetujuan dalam pernikahan yang diungkapkan oleh hukum

islam di Indonesia didasarkan pada hukum islam yang menyatakan bahwa

"bnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt., Juz I) 607.
'Y usuf Qordhowi, Halal Haram dalam Islam, (Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980), 241
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dalam suatu pernikahan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu
pihak-pihak yang berhak akan perkawinan tersebut. Dalam asas
persetujuan pernikahan Islam terdapat hak beberapa pihak yaitu :

Yang dimaksud hak Allah ialah dalam melaksanakan pernikahan itu
harus diindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari
orang-orang yang akan nikah dengan seseorang yang dilarang nikah
dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka
pernikahan menjadi batal.

Di samping itu ada hak-hak orang yang akan nikah dan hak wali.
Mengenai hak-hak orang yang akan nikah dan hak wali ini tersebut dalam

hadits :
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Artiny: “Dari ibnu Abbas, ia berkata, “rasulallah SAW bersabda “Janda
lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, sedangkan
perawan dimintakan persetujuan atas dirinya.”"”

Hadits di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan nikah baik
laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu
pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya

dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh

menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai.

" Hadyus Sari, Mugaddimah Shahih Al-Bukhari,(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 ),201
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Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-
laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki- laki itu atau
menolaknya.?

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan haknya atau tidak
melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya. Hak jjbar
(memaksa) dalam Islam dimiliki oleh wali mujbir, namun bukan berarti
wali mujbir berhak menjodohkan anaknya tanpa memberikan persetujuan
kepada anaknya.

Di dalam Islam, hak jjbar dimaknai sebagai bimbingan atau arahan
seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan pasangan yang
sesuai. Adanya keihlasan, kerelaan dan izin dari seorang anak gadis
adalah hal yang tidak bisa diabaikan, sebab seorang anaklah yang akan
menjalani kehidupan rumah tangga dan waktunya rentang lama

(permanent/ muabbad) dan bukan untuk waktu yang sementara (muaqqat).

3. Pertunangan Dalam Tinjauan Kebudayaan

Pertunagan dalam adat Madura lebih dikenal dengan “Perkawinan
keluarga”, dengan cara melakukan perkawinan dengan sesama keluarga
besar. Sistem keluarga besar telah menyebabkan tradisi yang turun
temurun, sehingga dominasi perkawinan dalam keluarga didominasi oleh

orang tua. Anak tidak memiliki power untuk menentukan dengan siapa

* Yusuf Al Qardhawi, Ghazali M, Panduan Fikih Perempuan, ( Yogyakarta: Salma Pustaka,
2004), 126.
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mereka akan menjalani perkawinan. Unsur-unsur perkawinan meliputi
benda, perilaku, norma dan makna. Benda-benda dalam perkawinan yaitu:
buah kelapa, pisang, bahan makanan (beras, gula, minyak tanah),
seperangkat alat sholat (mukena, al-Quran, sajadah), seperangkat pakaian
dan alat kecantikan.

Perilaku perkawinan dengan cara pihak laki-laki menghantarkan
barang kepada pihak perempuan, upacara penyerahan, permintaan dan
penerimaan, penentuan perkawinan, upacara akad nikah, resepsi
perkawinan, dan sungkeman, serta anjang sana kepada keluarga besar.
Pernikahan keluarga mengandung norma-norma sebagai berikut:*'

a. Tidak boleh menerima tawaran orang lain kalau sudah diikat/dilamar,

b. Segala pemberian harus dipakai sendiri oleh calon penganten
perempuan

c. Menambah erat ikatan keluarga besar,

d. Membangun kekuatan/kekuasaan di masyarakat melalui ikatan
keluarga,

e. Menyambung ikatan keluarga.

Makna yang terkandung didalamnya, yaitu nilai tanggung jawab,
mempersatukan dua keluarga besar, silaturrahmi, menjalankan sunnah
rasul, memperbanyak keturunan, dan memperluas kekuasaan dan
pengaruh di masyarakatnya. Simbol-simbol yang digunakan, memakai

cincin lamaran sebagai tanda bahwa terikat dengan seseorang dan tidak

*'Sarjono Sutomo, Pernikahan Dalam Adat; Telaah Pernikahan Adat Madura, (Surabaya: Enja
Wacana 1990), 56.
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boleh menerima tawaran orang lain. Simbol menghias penganten, kamar
penganten ditempatkan dikamar tengah, dengan indah menunjukkan
bahwa ada sakralitas sebagai raja dan ratu dalam resepsi tersebut.

Upacara akad nikah di masjid sebagai tempat ritual agama yang
tinggi kedudukannya karena mengadakan perjanjian suci kepada Allah
dan disaksikan oleh keluarga dan masyarakat. Setelah itu acara
sungkeman kepada orang tua sebagai cara penghormatan yang tulus dan
hormat, kemudia orang tua membawa keliling penganten ke hadapan para
tamu melambangkan mempercepat adabtasi, dan bermasyarakat.

Ada nilai dehumanisasi yang bersistem kekerasan, apabila anak atau
penganten yang dijodohkan oleh orang tua tersebut belum tentu mendapat
persetujuan oleh anak. Apabila terjadi keretakan hubungan dalam
perjalanan hidupnya, maka akan terjadi kesenjangan sosial antara
keluarga, misalnya putusnya hubungan keluarga, dan berakhir dengan
permusuhan. Dalam intensitas yang tinggi, maka terjadi kekerasan seperti
budaya “carok” akibat harga dirinya dihina. Persoalan keretakan keluarga
akibat ketidakharmonisan hubungan mengancam hubungan keluarga
besar.”

Mengambil ilustrasi dari perkawinan keluarga adat Madura dari,
unsur-unsur lokal kultur berupa mata pencaharian dengan kepercayaan
bahwa pernikahan itu akan meningkatkan ekonomi keluarga. Ekonomi

orang yang berkeluarga akan semakin kokoh karena ada nilai tanggung

2Ibid., 68.
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jawab. Pesta merupakan simbol untuk mengerti kekuatan keluarga, dan
ritual untuk membaca doa syukur dan dimensi sosial, bahwa pasangan
tersebut sudah ada yang punya.

Alat perlengkapan dalam keseluruhan penikahan merupakan sesuatu
yang harus dipenuhi, dan diyakini akan mengekalkan hubungan
pernikahan mereka. Seperti seperangkat alat sholat harus lengkap untuk
mengingatkan agar, taat beragama dan menjalankan ibadah solat.
Didalam pernikahan keluarga terdiri dari serangklaian orang yang
terorganisasi melalui ikatan perkawinan.Dengan adanya pernikahan
tersebut maka akan menambah jumlah anggota keluarga baru yang
terjalin dalam kekerabatan. Pernikahan keluarga juga mengembangkan
sistem bahasa Madura dan bahasa daerah yang lain. Sistem pengetahuan
yang ada didalam pernikahan keluarga adalah saling kenal mengenal dan
memahami karakter masing-masing pasangan, dari perkawinan tersebut
mempertemukan adat dan suku yang berbeda sehingga memperoleh

kehidupan yang baru.

B. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berarti "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasan berarti agad
atau "mengadakan perkawinan" dalam penggunaan sehari-hari kata nikah
lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti yang
kiasan. Para ahli figih sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda

pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian Watha’
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(bersetubuh) atau dalam pengertian agad. Imam Syafi'i, misalnya,
memberikan pengertian nikah itu dengan "mengadakan perjanjian perikatan",
sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan watha (setubuh). 2 Menurut
sebagian ulama’ Hanafiah, nikah adalah suatu akad yang mengakibatkan
kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja bagi seorang pria dan
wanita untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut
madzhab maliki, nikah adalah suatu akad yang dilaksanakan dan
dimaksudkan semata-mata untuk meraih kenikmatan seksual. Adapun
menurut madhzab syafi’iah, nikah adalah sebuah akad yang menjamin
kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal “/nkah atau
Tazwij”(nikah atau menikah) atau ijab kabul. Sedangkan ulama’ Hanabilah
mendefinisikan nikah tangan “akad yang dilakukan dengan menggunakan
kata Inkah atau Tazwij atau ijab kabul guna mendapatkan kesenangan.”*
Menurut UU perkawinan no 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi
Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat
atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah
Allah menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain, yang hidup

bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan

BLily Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 1991), 2.
*Ibid4
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tanpa adanya suatu aturan. Sehingga Allah SWT mengatur hubungan antara
laki-laki danperempuan secara terhormat denganjalan pernikahan. Pernikahan
merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, dengan adanya
pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan
biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap manusia. Selanjutnya
terwujudlah kelestarian dan kehidupan manusia berlangsung di muka bumi ini

sampai waktu yang di tentukan oleh Allah.”

C. Kafaah dalam perkawinan

Kafaah atau kufu” menurut bahasa artinya setara, seimbang atau
keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Kafaah atau
kufu’ dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau
keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak
merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. atau laki-laki sebanding
dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat
sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang
ditekankan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan
keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.”®

Kafaah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, keseimbangan
dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral,

ekonomi. sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk

»Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, Indahnya Nikah Sambil Kuliah, (Jakarta:
Cendekia Sentra Muslim, 2005), 21
2 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), 96-97
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melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor
yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih
menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan
rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri,
tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa’ah adalah hak
bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang,
serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar
kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh
dibatalkan.

Jika seorang perempuan yang telah akil baligh menunjuk seorang untuk
menjadi walinya untuk mengawinkannya, baik orang tersebut adalah orang
asing, dan wakilnya tersebut mengawinkannya dengan orang yang tidak
setara, maka perkawinan ini bergantung pada izinya. Karena kafaah adalah
hak perempuan dan para walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya
maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya.”’

Pengertian kafa’ah secara lughawi adalah kesamaan, sepadan dan
sejodoh. Secara istilahi adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri
dan suami dalam hal tingkatan social, moral, dan ekonomi.

Dari keterangan tersebut diatas prinsip dalam memilih jodoh yang baik
dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia.
kemegahan harta, nasab dan lain-lain semua itu tetab diakui Islam. karna

Islam memandang semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan diantara

7 Wahbah Az-Zuvhaili, Figih Islam 9,( Jakarta: Gema Insani, 2011), 219
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kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara
seorang dengan yang lain hanya didasarkan pada taqwa masing-masing

kepada Allah SWT.

D. Pengertian Maqashid al-syari’ah

Untuk memahami tentang maqashid syari’ah, perlu diketahui terlebih
dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara
bahasa magashid syariah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu
maqashid dan syari’ah. menurut bahasa maqashid adalah bentuk jamak dari
maqshad yang yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau
“tuyjuan”. Sedangkan kata syariah, secara kebahasaaan kata syariah pada
dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum.
Kemudian orang Arab memakai kata syariah untuk pengertian jalan yang
luru. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan
yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.”®

Maka, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat
disimpulkanbahwa pengertian magashid syariah dari segi kebahasaan adalah
maksud atau tujuan disyari’atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan
menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama ushul tentang
maqashid syariah, tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas, seperti

imam al-Syathibi yang tidak mengupas tentang defenisi untuk maqashid

* Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Mujam al-Mugqayyis fi al-Lughah,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 891
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syariah.*® Sama halnya seperti itu tidak ditemukan pengertian maqashid
syari’ah menurut ushuliyyun dan yang lainnya dari kalangan mutagaddimin.
Akan tetapi, pengertian magqashid syariah tersebut dapat kita temukan dari
sebagian ulama mutaakhkhirin yang menjelaskan pemahaman tentang
magqashid syariah. Di antara mereka adalah Syeikh Muhammmad Thahir ibn

‘Asyur dan Ustadz ‘Alal al-Fasi.

E. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pernikahan sebagai firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum
Ayat 21 yang berbunyi:

) Aa>p 833m o8 Jars @) 1380 3153 RSl e 180 Bl O gl e
vﬁﬁmeﬂw‘ﬂuﬂés’

C .8

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
bene;g terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’(Qs. Ar-Rum:
21).

Ada hadits yang isinya tidak dapat menunda masalah nikah ini

manakala sudah wajar. Sabda nabi SAW yang berbunyi:

%
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* Ahmad al-Raisuni, Nashariyyat al-maqashid ‘inda al-imam al-Syathibi, (Libanon: al-Mussasah
al-Jami’ah Ii Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi’,1992),13
**Departemen Agama RI, . A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Penerbit JART), 406.
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Artinya: “Wahai Ali ada tiga perkara yang tidak boleh di tunda —tunda yaitu;
sholat bila telah waktunya, jenasah bila telah siap untuk di

kebumikan dan perempuan bila ia telah di temukan dengan

pasangannya yang sepadan”.’’

Dalam hukum Islam tujuan perkawianan adalah menjalankan perintah Allah
SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan
membentuk keluarga yang bahagia. Artinya ketika seseorang memutuskan
untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk
menciptakan ketenangan. Dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu

untuk melaksanakannya. Sabda Nabi SAW yang berbunyi:

G35 Gt o T o - P ‘0 0o (-
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Artinya:“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu
menikah, maka menikahlah”
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Artinya: “Maka kawinilah perempuan yang kamu sukai, satu, dua, tiga dan

empat, tetapi kalau kamu kautir tidak berlaku adil (diantara
perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja” (QS.Anisa.ayat 3)

F. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pernikahan yang penuh nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan
syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan tercapai.

Syarat-Syarat Pernikahan:

*'Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada, 2005), 73-74.
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a.Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam

2) Laki-laki

3) Jelas orangnya

4) Dapat memberikan persetujuan

5)Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam

2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat dimintai persetujuannya

5) Tidak terdapat halangan perkawinan
c.Wali nikah syarat-syaratnya

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Mempunyai hak perwalian

4)Tidak terdapat halangan perwaliannya
d. Saksi nikah syarat-syaratnya:

1) Minimal dua orang laki-laki

2) Hadir dalam ijab kabul

3) Dapat mengerti maksud akad

4) Islam

5) Dewasa
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e.Jjab kabul syarat-syaratnya:
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3) Memakai kata nikah
4) Antara ijab dan kabul bersambungan
5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/
umrah
7) Majelis ijab dan kabul dihadiri sedikitnya empat orang, yaitu: Calon
mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya
dan dua orang saksi.’>
Selain itu dari rukun dan syarat di atas, bagigolongan orang-orang Islam
jikamereka ingin kawin, maka mereka harus diperlakukan apa yang ada dalam
Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan dalam undang-undang
nomor 1 tahun 1974. Adapun sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan
Islam yakni harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Syarat umum
Perkawinan itutidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan—
larangan yang termaktub dalam ketentuan. Misalnya yaitu larangan
perkawinan dalam beda agama.
b. Syarat Khusus

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan

32 Ahamad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Cet. VI, 72
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2. Kedua calon mempelai tersebut haruslah Islam, akil, baligh, sehat

jasmani maupun rohani.

Apabila dikaitkan dengan syarat khusus yang nomor dua, dalam hal ini
para ulama’ telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami atau
isteri mengetahui ada aib pada pihak lain sebelum akad nikah atau
diketahuinya sesudah akad tetapi ia sudah rela secara tegas atau ada tanda
yang menunjukkan kerelaannya maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk
meminta fasakh(putusnya perkawinan) dengan alasan aib itu bagaimanapun
juga. ** Dikalangan madzhab-madzhab figih terdapat rincian-rincian dan
jumlah cacat yang menyebabbkan terjadinya fasakh (kerusakan) perkawinan,
diantaranya: Impotensi, al-Jubb dan al-Khasha’, (gila, sopak, dan
kusta).* Diamama impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang
laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas
seksualnya.’® Dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh madzhab
istri dapat membatalkan perkawinan.

Imamiyah mengatakan bahwa pilihan untuk membatalkan nikah tidak
bisa ditetapkan kecuali dengan adanya impotensi terhadap semua wanita.
Kalau seandainya impotensi itu hanya terhadap istri tapi tidak terhadap
wanita lain, maka tidak ada pilihan fasakh bagi istri.”® Sebab dalil yang ada

menunjukkan bahwa istri seorang laki-laki impoten dapat membatalkan

SIsmuha, Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Figih, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 211
** Muhammad Jawad Mughniyah, TerjemahFigih Lima Madzhab, (Jakarta: PT. Lentera
Basritama,2001), 351

»Bagus Maulana, “Apa arti Impotensi”, http://www.impotensi.org/2011/04/apa-arti-impotensi-
impotensi-adalah.html, diakses pada 17 April 2015.

*Tonu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. Asy syifa’, 1990), 454
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perkawinannya. Dengan demikian orang yang bisa menggauli wanita
tertentu, jelas secara hakiki bukan impoten.Syafi’i, Hanbali, dan Hanafi
memgatakan bahwa apabila suami tidak mampu melaksanakan tugas
seksualnya maka istrinya berhak menjatuhkan pilihan berpisah, meskipun
suaminya itu mampu melakukannya dengan wanita lain. Sebab dinisbatkan

kepada istrinya itu, laki-laki tersebut disebut impoten.’’

G. Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Umur

Pasal6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974
menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
Menurut pasal 7 perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur
19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam
belas) tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1)
menjelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,
perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai
umur yang ditetapkan dalam pasal 7.*®

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isterisekurang-kurangnya

berumur 16 tahun. Pasal 15 ayat (2) bahwa Bagi calon mempelai yang belum

Ibid,352
% Kompilasi hukum islam (jakarta: fokus media 2010), 23
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mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam
pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UUP No 1 Tahun 1974.

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan
yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi
pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah
perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19
tahun bagi laki-laki,batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas
minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.”

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh
seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah
batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun
1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun
batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang
matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh
pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda
usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun.Secara nasional pernikahan dini
dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Padahal
pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-
laki 25-28 tahun.Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara
psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap

untukmelahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-

¥Syafiq Hasyim, Menakar Harga Perempuan, ( Bandung: Mizan.1999), 31
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laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu
menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis
emosional, ekonomi dan sosial.

Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur
dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang
pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara
biologis, psikologis maupun sosial ekonomi yang dilakukan oleh sepasang
muda mudi yang usianya belum mencapai 16 tahun bagi wanitanya dan 19
tahun bagi prianya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah
umur adalah sebagai berikut:
a.Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari

perkawinanusia muda adalah:

1) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.

2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat burukperkawinan terlalu
muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

3) Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat.
Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu
mengawinkananaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat
kebiasaan saja.

b.Perkawinan di bawah umur menurut Hollean dan Suryono disebabkan oleh:
1) Masalah ekonomi keluarga.
2) Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki

apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
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3) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam
keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi
tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang
mendorongterjadinya perkawinan di bawah umur yang seringdijumpai di
lingkungan masyarakat yaitu:

a) Ekonomi

Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di
gariskemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak
wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b) Pendidikan

Rendahnyatingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan
masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya
yang masih di bawah umur.

c) Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran
dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
d) Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja moderen
kian permisif terhadap seks.

e) Faktor adat
Perkawinan di bawah umur terjadi karena orang tuanya takut anaknya

dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.



